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PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PUSKESMAS AMBAL II
Desa Sinungrejo RT O2/RW 03, Ambai, KebumenTelp O287-6651712; 08112681972

Kode Pos 54392
Web :

Email : puskesmasambaldua@yahoo. com
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KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KBSEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

Nomor : 44A II<EP I AQ lII I 2A22

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan kinerja pemerintahan daerah

yang optimal untuk mendukung program reformasi

birokrasi bidang tata laksana, diperlukan standar

operasional prosedur administrasi pemerintahan

berbasis resiko dalam penyelenggaraarl tugas-tugas

Puskesmas;

b. bahwa untuk memberikan kepastia:r, meningkatkan

kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat da:r selaras dengan kemampuan

puskesmas untlrk mendapatkan kepercayaan

masyarakat;

c. bahwa dibutuhkan acuall bagr puskesmas dalam

penJrusunan, penetapan dan penerapan standar

pelayanan sebagai tolok ukur pelayanan yang

d.iselenggarakan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang

d.imaksud dalam hurrrf a, b dan c perlu menetapkan
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Mengingat

Keputusan Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L4

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 6L, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aSaQ;

3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2OOg tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2AAg Nomor LtZ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23

Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tetang Perubahan Keduan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2AI4 tentang Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A75

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah
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Memperhatikan

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun ZOIZ tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun ZAA9

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Al2 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor T

Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Kebumen Tahun 2A16 Nomor 7, Tambahan Lembararl

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1271.

9. Peratura:e Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2A16

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas Dan

Fungsi, Serta Tata Kerja ZAL6

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2A12 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan; dan

2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013

tentang Pedoman Pen5rusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kebumen.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PENETAPAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar Operasional Prosedur ditetapkan sesuai jenis

pelayanan/tindakan yang dilakukan di masing-masing

unit pelayanan.

Pelayanan yang diselenggarakan di puskesmas berupa :

1. Pelayanan Administrasi dan Manajemen

r Sistem informasi puskesmas

r Pengadministrasian kepegawaian

o Rumah Tangga

r Keuangan

2. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

esensial

. Kesehatan Lingkungan {Kesling}

' Gizi
. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit (PzP)

. Promosi Kesehatan (Promkes)

. Kesehatan Keluarga (Kesga)

, Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

3. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat {UKM}

pengembangan

. Pelayanan Lanjut Usia (Lansia)

. Pelayanan Upaya Kesehatan Gigl Masyarakat

tUKGM)
. Pelayanan Kesehatn Jiwa (Keswa)

4. Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan {UKP},

Kefarmasian dan Laboratorium sederhana



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

5. Pelayanan Jaringan dan Jejaring puskesmas

r Jaringan puskesmas

o Jejaring puskesmas

Standar Operasional Prosedur digunakan sebagai

acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas pada saat
melakukan pelayanan.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikanlperubahan

sebagaimana mestinya.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat
Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Kesehata:r

Masyarakat Ambal II tentang Penetapan Standar

Operasional Prosedur Nomor : 44A/KE.Plrc7 /W[/2Ot9
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 15 Februari 2A22
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